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Kebijakan Editorial dan Pedoman Penulisan Artikel 
 

Kebijakan Editorial 

Jurnal Fairness (JF) diterbitkan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Bengkulu secara berkala (setiap empat bulan) dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan 

pemikiran akuntansi yang relevan bagi pengembangan profesi dan praktik akuntansi di Indonesia. Sesuai 

dengan tujuannya, jurnal ini diharapkan dibaca oleh para akademisi, praktisi, peneliti, regulator, mahasiswa, 

dan pihak lain yang tertarik dengan perkembangan teori dan praktek akuntansi. 

Lingkup tulisan hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang dimuat dalam JF berkaitan dengan 
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• Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal 

• Akuntansi Manajemen 

• Akuntansi Sektor Publik 

• Sistem Informasi Akuntansi 

• Pengauditan 

• Corporate Governance 

• Perpajakan 

• Corporate Social Responsibility 

Jurnal Fairness menerima kiriman artikel hasil penelitian dan pemikiran akuntansi yang ditulis 

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke 

Jurnal Fairness tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal yang lain. Untuk penelitian dengan 

pendekatan survei atau eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen penelitian (kuisioner, kasus, 

daftar wawancara, dan lain-lain).  



Penentuan artikel yang dimuat dalam JF melalui proses blind review oleh editor Jurnal Fairness 

dengan mempertimbangan antara lain: relevansi artikel terhadap pengembangan profesi, praktek dan 

pendidikan akuntansi; dan terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal. Editor bertanggungjawab untuk 

memberikan masukan yang konstruktif dan jika dipandang perlu menyampaikan hasil evaluasi terhadap 

kepada penulis artikel. 
 

Pedoman Penulisan Artikel 

Berikut ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Fairness yang dapat menjadi acuan 

pertimbangan bagi penyumbang artikel: 

1. Artikel yang sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal lain atau penerbit lain tidak dapat 

dikrim ke Jurnal Fairness. Penulis harus menyatakan bahwa artikel tidak dikirim atau dipulikasikan di 

media lainnya. 

2. Artikel diserahkan selambat-lambatnya pada tenggat waktu setiap edisi Jurnal Fairness yang 

diumumkan sebelumnya. 

3. Format 

a. Artikel diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 point dengan jarak baris 1.5 spasi pada 

kertas A4 (8,27” x 11,69”). Kutipan langsung yang panjang (lebih dari 4 baris) diketik dengan jarak baris 

satu dengan indented style (bentuk berinden). 

b. Artikel ditulis seefesien mungkin sesuai dengan kebutuhan, dengan panjang artikel berkisar 15-25 

halaman. 

c. Batas atas, bawah, sisi kiri dan kanan sekurang-kurangnya 2.5 cm 

d. Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis. 

e. Semua halaman, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman 

f. Penulisan judul (headings) suatu bagian di artikel adalah sebagai berikut: 

g. Tabel/gambar sebaiknya disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di 

bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman 

tabel atau gambar. 

• Judul utama (sebelum isi artikel) di tengah, dicetak tebal, huruf besar, ukuran 14. 
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h. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan kurang tutup yang menyebutkan 

nama akhir penulis, tahun tanpa koma, dan nomor halaman jika perlu. 

h. Setiap artikel harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) mengacu 

penyusunan daftar pustaka yang menggunakan sistem Harvard. 

 

 
4. Sistematika Penulisan 

Abstrak/Sinopsis bagian ini memuat ringkasan hasil penelitian atau pemikiran akuntansi, antara lain 

mengenai: masalah, tujuan, metode/pembahasan, temuan, dan kontribusi hasil penelitian/artikel. 

Abstrak disajikan di awal teks dan terdiri antara 100-200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa 

Inggris). Abstrak diikuti dengan sedikitnya tiga kata kunci (keywords) untuk memudahkan 

penyusunan indeks artikel. Abstrak diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 point dengan 

jarak baris 1 spasi  
Pendahuluan menguraikan latar belakang (motivasi), rumusan masalah, pernyataan tujuan, dan (jika 

dipandang perlu) organisasi penulisan artikel. 



Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis (jika ada) memaparkan kerangka teoritis berdasarkan 

telaah literature yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proposisi riset dan 

model riset (jika dipandang perlu). 
Metode Riset memuat metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definsi operasional variable, 

dan metode analisis data. 
Analisis Data menguraikan analisis data riset dan deskriptif statistik yang diperlukan. 
Pembahasan dan Kesimpulan berisi pembahasan mengenai temuan dan kesimpulan riset. 
Implikasi dan Keterbatasan menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran 

yang dikemukan peneliti untuk riset yang akan dating. 
Daftar Referensi memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu 

yang dimuat di daftar referensi ini. 
Lampiran memuat table, gambar, dan instrument riset yang digunakan. 

Sistematika penulisan artikel berupa pemikiran akuntansi, terdiri dari: abstrak, pendahuluan (dapat 

berupa alinea pembuka) yang mengungkap latarbelakang dan tujuan, pembahasan, pemikiran, 

dan kesimpulan. 

 

 
5. Biografi Penulis, pada bagian akhir artikel ditulis biografi atau CV singkat penulis yang minimal 

berisi: 

• Nama  

• Nama Institusi 

• Pekerjaan dan Profesi saat ini (dapat ditambahkan pekerjaan atau profesi sebelumnya yang 

dianggap penting) 

• Pendidikan formal terakhir 

• Alamat korespodensi  dan email. 

 

 
6. Kebijakan Reproduksi 

Artikel yang telah dipublikasi di JF menjadi hak cipta Jurusan Akuntansi FEB-UNIB. Untuk tujuan 
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7. Kebijakan atas Ketersediaan Data 
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Abstract 
This research aims is to determine whether there are the effect of General Allocation Fund for Local Own 

Source Revenue, the effect of General Allocation Fund for Capital Expenditure, the effect of Capital 

Expenditure for Local Own Source Revenue, and the effect of General Allocation Fund for Local Own 

Source Revenue through Capital Expenditure.  
The samples used in this research are local governments of Sumbagsel in period 2008-2012. The analysis 

instrument used to determine the influence between variables was tested using linear regression analysis 

and used to the path analysis with SPSS program version 16.00. 
The results of research show that the General Allocation Fund has a positive effect on Local Own Source 

Revenue, the General Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditure, the Capital Expenditure 

has a positive effect on Local Own Source Revenue, and the General Allocation Fund has no effect on the 

Local Own Source Revenue through Capital Expenditure. 

 
Keywords: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal  
  
Latar Belakang 
Kebijakan otonomi daerah yang tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan 

untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, 

kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pendelegasian kewenangan ini tentunya disertai dengan penyerahan 

dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi 

fiskal. Sidik et al (2002) mengatakan bahwa desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.  
 Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan mampu menarik kesempatan investasi suatu daerah, 

yang salah satunya dapat ditingkatan dengan lebih meningkatkan Belanja Modal. Oleh karena itu, tuntutan 

merubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal 

rendah (Halim, 2004). Menurut Mardiasmo (2002) semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat 

partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah.Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan 

perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari 

pembangunan daerah (Halim, 2004).  
 Belanja Modal yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan perekonomian dan membuka 

kesempatan investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan, 



yang pada gilirannya mampu mendorong kenaikan Pendapatan Per Kapita yang merupakan salah satu 

indikator tingkat kesejahteraan penduduk, bahkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi nasional, 

sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional.  
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 

Pendapartan Asli Daerah. 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 3. Pengaruh Belanja 

Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli 

Daerah melalui Belanja Modal. 

 
Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan 

program pengeluaran tertentu, yang berfungsi sebagai equalization grant yang menetralisir ketimpangan 

keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah (Walidi, 2009). Menurut Walidi (2009) 

daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, 

dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana 

alokasi umum yang rendah.  
 Tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk meniadakan atau meminimumkan 

ketimpangan fiskal vertikal, meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, 

menginternalisasi atau memperhitungkan sebagian maupun seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah 

yang menerima limpahan manfaat tersebut, dan sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara 

intensif menggali sumber-sumber penerimaan, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi 

kapasitasnya (Ginting, 2008).  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 

menyatakan bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah 

dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi 

dengan kapasitas fiskal Daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri 

Sipil Daerah.  

 
Belanja Modal 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan 

belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 

pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan oleh pemerintah daerah diantaranya 

untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat 

menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Halim, 2004).  
 Peraturan Direktur Jederal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan 

Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, menyatakan bahwa suatu belanja 

dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila: 1.Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan 

asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. 2. Pengeluaran tersebut 

melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. 

3.Asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.  
 
Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan 

sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar 

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil 

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari 

desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan 

digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Kurniawan, 2010 dalam Frelistiyani 2010).  Adapun 



sumber  pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai Undang-Undang 

Republik indonesia.  

 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber 

daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sehingga tidak hanya mengandalkan Dana 

Alokasi Umum saja, melainkan Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama bagi pendapatan 

lokal.  
Ketergantungan pada transfer dari permerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. 

Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi 

ketergantungan ini: Pertama, transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga 

otonomi relatif bersifat kompromi, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan 

lokal. Kedua, ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan 

terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.  
Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah 

lebih di dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah. Moisio (2002) 

dalam Halim dan Abdullah (2004) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan 

pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain 

(seperti grant atau transfer). Sedangkan Frelistiyani (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 
 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 
Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di 

dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah (Sidik et al, 2002). Penelitian 

yang dilakukan Eakin (1996) dalam Frelistiyani (2010) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat 

erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan 

bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer 

yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. 
Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007), 

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa 

mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Selain itu penelitian Walidi (2009), 

Frelistiyani (2010), Ardhani (2011), dan Yovita (2011) juga menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum 

mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis 

kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 
Belanja Modal 
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya 

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, 

pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena 

itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak 

hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan pelayanan publik untuk 

masyarakat.  
John Wong dalam Adi (2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri 

mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (yang merupakan salah satu komponen 

terbesar Pendapatan Asli Daerah selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). 



Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan 

pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003). Berdasarkan teori dan 

penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Belanja 
Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal. 
Frelistiyani (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh 

positif terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui belanja modal.  
Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal 

 
Metode Penelitian  
Sampel dan Data 

Populasi dari penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di pulau Sumatera. Sedangkan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini hanya kabupaten/kota se-Sumbagsel, dengan alasan karena 

kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Sumbagsel ini memiliki karakterisirik ekonomi dan geografis 

yang hampir sama. 
 Sumber data berasal dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi 

APBD ini dapat diperoleh data mengenai Dana Alokasi Umum, belanja modal, dan Pendapatan Asli 

Daerah.  
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli 

Daerah. Analisis statistik deskriptif pada penelitian menunjukkan nilai minimum, maximum, rata-rata 

(mean) dan standar deviasi, yang ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang Dana Alokasi 

Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai 

alat pendeteksi yang baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. 
 
Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, setiap hipotesis yang diajukan akan diuji secara parsial, 

dengan menggunakan analisis regresi linear dan analisis jalur (path analysis). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Statistik Deskriptif 
Dana Alokasi Umum tahun 2008 hingga 2009 mengalami penurunan, artinya distribusi Dana Alokasi 

Umum kepada daerah-daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi 

Umum dalam pembiayaan rumah tangganya mengalami penurunan. Akan tetapi mulai mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2010 hingga 2012 secara berkala. Berdasarkan nilai minimum, Dana 

Alokasi Umum terendah tahun 2008 diperoleh Kabupaten Empat Lawang, tahun 2009 dan tahun 2010 

diperoleh Kota Pagar Alam, tahun 2011 dan tahun 2012 diperoleh Kabupaten Bangka Barat (Lampiran I, 

Tabulasi Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum, Dana Alokasi Umum tertinggi tahun 

http://www.djpk.depkeu.go.id/


2008 dan tahun 2009 diperoleh Kota Palembang, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 diperoleh 

Kabupaten Lampung Tengah (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). 
Belanja modal tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan, dimana pemerintah daerah memulai 

efisiensi dalam melakukan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi guna melakukan pembangunan daerah. Akan tetapi 

pada tahun 2011 hinga 2012 mulai mengalami peningkatan kembali. Berdasarkan nilai minimum, belanja 

modal terendah tahun 2008 diperoleh Kabupaten Tanggamus, tahun 2009 dan tahun 2010 diperoleh 

Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 dan tahun 2012 diperoleh Kota Bengkulu (Lampiran I, Tabulasi 

Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum, belanja modal tertinggi tahun 2008, tahun 2009, 

tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 diperoleh Kabupaten Musi Rawas (Lampiran I, Tabulasi Data 

Penelitian). 
Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 hingga 2012 terus mengalami peningkatan, artinya dari tahun 

ke tahun pemerintah daerah mulai mengoptimalkan penerimaan asli daerah yang digali di masing-masing 

daerah untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan 

menjalankan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan nilai minimum, Pendapatan Asli Daerah terendah tahun 

2008 diperoleh Kabupaten Empat Lawang, tahun 2009 diperoleh Kabupaten Seluma, tahun 2010 diperoleh 

Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2011 diperoleh Kabupaten Kepahiang, dan tahun 2012 diperoleh kembali 

Kabupaten Seluma (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). Sedangkan berdasarkan nilai maksimum 

Pendapatan Asli Daerah tertinggi tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 

diperoleh Kota Palembang (Lampiran I, Tabulasi Data Penelitian). 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Nilai probabilitas signifikansi variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah, 

menunjukkan angka lebih kecil dari 0.05, sehingga berdasarkan hasil pengujian statistik ini seluruh variabel 

dikategorikan tidak terdistribusi normal.  
Untuk mengatasi ketidaknormalan distribusi data tersebut, peneliti telah melakukan upaya agar data 

penelitian dapat terdistribusi normal. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan data yang 

bersifat outlier yang dapat membuat data terdistribusi tidak normal. Akan tetapi setelah upaya tersebut 

dilakukan, ternyata data penelitian dari seluruh variabel tetap tidak terdistribusi normal. Akhirnya, 

berpedoman pada Central Limit Theorem (CLT) yang dicetus oleh Frankel (1983) yang menyatakan bahwa 

untuk pendekatan ke distribusi normal, distribusi rata-rata sampel tidak memerlukan sampel yang besar, 

melainkan dengan jumlah sampel 30 telah terjadi pendekatan ke distribusi normal (Bungali, 2012). Dengan 

demikian, dikarenakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 220 sampel (44 

kabupaten/kota se-Sumbagsel, selama 5 tahun pengamatan) dan lebih dari 30, maka seluruh variabel 

dikategorikan terdistribusi secara normal. 

 
Uji Multikolinearitas 
Hasil perhitungan nilai tollerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

tollerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dalam model regresi. 
 
Uji Autokolerasi 
Nilai Durbin Watson (DW) adalah 1.705 dan nilai du berdasarkan tabel Durbin Watson adalah 1.615. 

Karena nilai DW 1.705 lebih besar dari batas atas (du) 1.615 dan kurang dari 4-1.615 (2.385), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi. 
 
Uji Heteroskedastisitas 



Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model. 
Selain dengan melihat Grafik Plot, untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen(absolut 

residual), maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika variabel independen tidak 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen(absolut residual), maka ini berarti tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 
 
Hipotesis 1 
Pada hasil persamaan regresi 1 untuk menjawab hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama 

diterima, artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
 Temuan ini memberikan indikasi bahwa dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat berupa 

Dana Alokasi Umum maka pemerintah daerah dapat membiayai pengelolaan sumber daya asli daerah 

masing-masing. Peningkatan sumber daya asli daerah ini, diharapkan pada akhirnya akan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sendiri guna pelaksanaan pembangunan serta menjalankan kegiatan pemerintahan. 
 
Hipotesis 2 
Pada hasil persamaan regresi 2 untuk menjawab hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua diterima, artinya 

bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.  
Temuan ini memberikan indikasi bahwa semakin besar transfer dana yang diterima dari pemerintah 

pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, cenderung akan meningkatkan besarnya belanja modal. Karena 

pada dasarnya besarnya belanja modal dipengaruhi oleh besarnya dana alokasi umum yang diberikan dari 

pemerintah pusat (Prakosa, 2004). 
 

Hipotesis 3 
Pada hasil persamaan regresi 3 untuk menjawab hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan hipotesis ketiga diterima, 

artinya bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Temuan ini memberikan indikasi bahwa Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidian, kesehatan, dan transportasi sangat besar 

manfaatnya bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi 

dan efektifitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada 

gilirannya terjadi peningkatan perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi pandapatan 

daerah.(Walidi, 2009). 

 
Hipotesis 4 
Pada hasil persamaan regresi 4 untuk menjawab hipotesis keempat menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal. Hal ini 

menunjukkan hipotesis keempat ditolak, artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal.  
Temuan ini memberikan indikasi bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di 

daerahnya. Pengalokasian Belanja Modal yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum 

dapat  digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai sektor yang 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut. Namun, peningkatan pembangunan pada 



berbagai sektor tersebut tidak semuanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut 

karena tidak semua sektor bertujuan untuk memperoleh profit melainkan lebih bertujuan untuk peningkatan 

pelayanan publik yang pada kenyataannya tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 
 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: 1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah 

pusat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan cenderung meningkat. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, maka Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah juga akan cenderung meningkat. 

3.Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi tingkat 

Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan cenderung 

meningkat. 4. Dana Alokasi Umum tidah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja 

Modal (Belanja Modal bukan merupakan variabel intervening dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum 

dengan Pendapatan Asli Daerah). 
Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi para 

stakeholder pemerintahan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, serta memperhatikan dan 

tanggap jika terdapat manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan 

kepentingan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

dalam penelitian di sektor publik serta sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel 

intervening, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih komprehensif.  

 
Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 1. 

Penelitian ini tidak menyajikan secara rinci alokasi penggunaan Dana Alokasi Umum serta komponen 

Belanja Modal manakah  yang memberikan kontribusi terbesar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Penelitian ini tidak memisahkan SKPD mana yang merupakan profit centre dan mana yang merupakan 

cost centre (pelayanan publik ), karena data yang dipublikasikan dan digunakan adalah data total dari suatu 

kabupaten/kota(gabungan dari semua SKPD yang terdapat pada kabupaten/kota). 
Berdasarkan keterbatasan yang telah dikemukakan, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan 

untuk penelitian selanjunya antara lain : 1. Perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor 

belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya. 2. Diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk mengetahui mana SKPD yang berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan daerah dan mana SKPD yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

pendapatan daerah. 
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